PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease
Tahun 2019 (Covid 19) di Kabupaten Brebes, maka
Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 90
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Desase 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020
tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta
Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 33 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi
Corona Virus Desease 2019 (Covid-10) dan/atau Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;

12.Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan Nomor 119/2813/S] dan Nomor
177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Desease 2019
(Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan
Perekonomian Nasional;

13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7 /2020 tentang
Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau dana
Bagi Hasil Terhadap Pemerintah Daerah Yang Tidak
Menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona
Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 12);

16.Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 90) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Brebes Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
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Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 29);

Membaca : Siaran Pers SP-30/KLI/2020 perihal Pemantauan dan Evaluasi
Atas Realokasi dan Refocusing APBD Untuk Penanganan Covid-
19 di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun
Anggaran 2020 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Anggaran Pendapatan pada APBD Kabupaten Brebes Tahun
Anggaran 2020 semula sebesar Rp3.129.412.939.000,00 berkurang sebesar
(Rp259.918.144.335,00) sehingga menjadi sebesar Rp2.869.494.794.665,00

2. Ketentuan dalam Anggaran Belanja pada APBD Kabupaten Brebes Tahun
Anggaran 2020 semula sebesar Rp3.270.994.179.000,00 bertkurang sebesar
(Rp263.860.215.837,00) sehingga menjadi sebesar Rp3.007.133.963.163,00

3. Ketentuan dalam Pembiayaan Daerah pada APBD Kabupaten Brebes Tahun
Anggaran 2020 semula sebesar Rp141.581.240.000,00 berkurang sebesar
(Rp3.942.071.502,00) sehingga menjadi sebesar Rp137.639.168.498,00

4. Ketentuan dalam Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran
2020 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Sebagian ketentuan dalam Lampiran Il Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020
diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni

Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A
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Dalam hal ada kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes yang tidak
dapat terbayarkan akibat refocusing anggaran untuk penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) maka akan dibayarkan melalui Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 atau
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun

Anggaran 2021.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI
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